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BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2QETAIIUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UM UM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MALIA T
JUPATI KARANGANYAIR,

1
La

Menimbang  © a. bahwa dalam rangks mewujudkan tata kehidupan

Mengingat

masyarakat Kabupatcn Karanganvar vang scjahtera,

bersihi, dan berwawasan  Lhngkungan, scria  lcetap
melestarikan budays lokal, perbu adanyva pengaturan

dibidang ketertiban LI LN il @ ketenteraman
masvarakal;

b, bahwa  berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah,

schagaimana telah diubah beberapa kali wrakhir
dengan  Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 teritang Pemeriniahan Dacrah,
penyelengoaraan  ketenteraman, ketertiban  umum,
dan pelindungan masyarakat  menjadi arusan
Pemerintahan wajib vang borkatian dengan pelayanan

¢

dasar, schingga dulam pelaksanaannya harus
]

diJalankan sesual  dengan kewen:tuan  Peraturan

Perundane-undangan vang berlaku dan budaya, serta

tata nilai  kehidupsn  masvarakan di Kabupaten
Karanganvar,

c. bahwa bordasarkan pertimbanaan schagaimana
dimaksud dalam  hurul a  dan buarul b, perlu
menetapkan Peraturan Dacrah tentang
Penvelenggaraan Ketertiban Urmnum dan

Ketenteraman Masvarakal;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang lndang Dasar Ncgara
1
1

Republik Indonesia Takiun 1915,

2, Undang-Undang Nomor i3 Tahun 1950 (enlang
Pemboentukan Dacrah-dacran faabupaten clalam
Lingkungan Provins! Jawa Tongsh;

3. Undang-Undang Nomor & Tahun 1681 (entang
MTukum Acara Pidana {(Lombaran Negara Republik

; Indonesia  Tahun PO RS TREISE P Tambahan
Lombaran Negarg Romabxiik fnc Somor 3209);

4, Undang-Undang MNamor 59 Tahun 1999 enlang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Neeore Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, han Lembaran Negara

Republik Indonesia Numior A886);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Pcnataan Ruang (Lembaran Negara  Republik
Indoncsia  Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4928);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Ncegara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan  (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor |1 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5168);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5234);
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.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 3258), secbagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang DPerubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5245);

.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 3258);

. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006

tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan  Polisi Pamong Praja  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010  Nomor 18,
Tambahzan Lembaran Negara Republik  Indoncsia
Nomor 5094);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Manajecmen dan Rekayasa, Analisis Dampak, scria
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317); o~



2y,

29,

S0

%)

22

34.

Peraturan  Pemecerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan vang Mcengandung Zat
Adiktil berupa Produk Tembakau bagi Keschatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5380);

.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecsia
Nomor 5468);

 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
Peraturan Bersama Mcenteri Keschatan dan Menteri
Dalam Ncgeri Nomor 188/ MENKES/PB/1/2011 dan
Nomaor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kawasan Tanpa Rokok;

Pcraturan Menteri Dalam Negerni Nomor 54
Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur
Satuan Polisi Pamong Praja,

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12

Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2007 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian
Minuman Beralkohol (Lembaran Dacrah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2009 Nomor 16);

. Peraturan Dacrah Kabupaten Karanganyar Nomor 17

Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusal DPerbelanjaan, dan Toko
Modern (Lembaran Dacrah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2009 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21
Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Dacrah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21);

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

Tahun 2010 tentang Pengcelolaan Sampah dan

Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan
(Lembaran Dacrah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2010 Nomor 16);

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1

Tahun 2011 tentang Pecnyclenggaraan Administrasi

Kependudukan (Lembaran Dacrah Kabupaten
Karanganvar Tahun 2011 Nomor 1), scbagaimana
telah diubah beberapa kali  terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyvar Nomor 26
Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua atas
Peraturan Dacrah Kabupaten Karanganyar Nomor |

Tahun 2011 tentang Penvelenggaraan Administrasi

Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 50);
HIMON 12 -~



37. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2011 Nomor 4);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor |1
Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar  Tahun 2012
Nomor 1);

30, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganvar Nomor 9
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (Lembaran Dacrah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2012 Nomor 9);

40. Peraturan Dacrah Kabupaten Karanganyar Nomor 10
Tahur 2012 tentang Pengelolaan  Air Limbah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menctapkan

dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT.
BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daecrah ini yang dimaksudkan dengan :

E5

(o d

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
Pernerintah Daerah  adalah  Pemerintah  Kabupaten
Karanganyar.
Bupati adalah Bupati Karanganyar.
Dewan  Perwakilan  Rakyat Dacrah vang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Karanganyar.
Pejabat yang Ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan
Pemerintah Dacrah yang berwenang di bidang tertentu
dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dar
Bupati.
Satuan Polisi Pamong Praja vang sclanjutnya disingkat
Satpol PP adalah satuan kerja perangkat Daecrah yvang
tugas dan fungsinya di bidang kectertiban umum dan
ketenteraman masyarakat,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Pegjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu vang
diberi wewenang khusus olech Undang-Undang untuk
melakukan  penyidikan atas  pcelanggaran  DPeraturan
Dacrah.

(C %4
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Ketertiban adalah suatu kecadaan kehidupan yang serba
teratur dan tertata dengan  baik  secsual  ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku  guna
mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman,
tentram, lahir, dan batin.

Ketertiban  Umum  adalah  suatu kcadaan dimana
Pemerintah Daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan
secara teruib dan teratuar.

Ketenteraman adalah suatu tatanan yang scsuail dengan
kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, schingga
tersclenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa

aman dan tenang di Dacrah,

. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu kecadaan dimana

Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara
tenteram dan nyaman.

.Jalan adalah prasarana transportasi daral yang meliputi

segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas,
vang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan
tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, scrta di
atas permukaan air, kecuali Jalan kercta api, Jalan lori,
dan Jalan kabel.

. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang

terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak
Bermotornr:

. Sampah adalah sisa kegiatan schari-hari manusia

dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri
atas sampah rumah tangga maupun sampah scjenis
sampah rumah tangga.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun vang sclanjuinya
disingkat LB3 adalah suatu sisa usaha dan/atau kegiatan
vang mecngandung bahan berbahaya dan/atau beracun
vang karcna sifat suatu dan/atau konsentrasinya
dan/atau jumlahnya, baik sccara langsung maupun tidak
langsung dapat mencemari dan/atau merusak
lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan
lingkungan  hidup, keschatan, kelangsungan hidup
manusia, serta mahluk hidup lainnya.

.Tempat  Sampah  adalah  tempat untuk menampung

sampah vang disediakan dan digunakan olch pecnghasil
sampah.

Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai

dengan rencana Dacrah yvang peruntukkan penataan dan
pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

. Trotoar adalah bagian darn badan Jalan yang khusus

discdiakan untuk pejalan kaki.

J. Taman adalah sebidang tanah yang mecrupakan bagian

dari ruang terbuka hijau Dacrah yang mempunyai fungsi
tertentu, ditata dengan scrast, lestari dengan
menggunakan matcrial taman, material buatan, dan
unsur-unsur alam dan mampu menjadi arcal penycrapan

air. .,



20

26.

28.

24,

Ruang Terbuka IHijau yang sclanjutnya disingkat RTH
adalah arca memanjang atau jalur dan/atau
mengelompok,  yang  penggunaannya  lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh
tanaman sccara alamiah maupun yvang scngaja ditanam.

.Tempat Umum adalah sarana vang disclenggarakan oleh

Pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan

untuak kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya

adalah scmua  gedung-gedung  perkantoran  milik
Permerintah atau Pemerintah Dacrah, gedung perkantoran

umum, mall, dan pusat perbelanjaan.

.Fasilitas  Umum adalah  bangunan-bangunan yang

dibutuhkan dalam sistem pelayvanan lingkungan vang
disclenggarakan olch Instansi Pemerintah dan terdiri dari
jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik,
jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan
umum/bus shelter, kcbersihan pembuangan sampah,
dan pemadam kebakaran.

CFasilitas Sosial adalah  fasihitas vang dibutuhkan

masyvarakat dalam lingkungan pecmukiman vang meliputi
antara lain pendidikan, keschatan, belanja dan niaga,
Pemerintahan  dan  pclayanan  umum, peribadatan,
rckreasi  dan  kebudayaan, olahraga dan lapangan
terbuka, serta pemakaman umuim.

Sctiap Orang adalah orang perscorangan atau korporasi,
haik yang berbadan hukum maupun yvang tidak berbadan
hukum.

DNedagang Kaki Lima yang sclanjutnya disingkat PKL

adalah pclaku usaha yang melakukan usaha
perdagangan dengan menggunakan  sarana usaha
bergerak maupun tidalk bergerak, menggunakan

prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan,
dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang
bersifat sementara/tidak menetap.

Pengemis  adalah orang vang mendapat penghasilan
dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai
cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari
orang lain,

. Gelandangan adalah orang vang hidupnva tidak sesuai

dengan norma kchidupan vang layak dalam masyarakat,
serta tidak mempunyai pckerjaan dan tempat tinggal yvang
tetap dan hidup mengembara di tempat umum.

Orang Terlantar adalah orang yvang karena suatu scbab
mengakibatkan dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya dan dalam kondisi terlantar, hidupnya
tergantung pada bantuan orang lain.

.Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan

scksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah
dengan mengharapkan imbalan/upah schagai balas jasa,
scrta mengganggu ketertiban umum.

-Anak Jalanan adalah anak yang scbagian besar waktunya

berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa
berpindah-pindah), serta menggangeu ketertiban umum.,
o~/
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Parkir adalah kcadaan kendaraan berhenti atau tidak
bergerak untuk  beberapa  saat  dan  ditinggalkan
pengemudinyva.

CHiburan adalah segala macam atau jenis keramailan,

pertunjukan, permainan, atau scgala bentuk usaha yang
dapat dinikmati oleh sctiap orang dengan nama dan
dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton, secrta
menikmatinva atau mempergunakan fasilitas  yang
disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak
dipungut bavaran,

Sungai adalah alur atau wadah air alami, dan/atau
buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di
dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan
dibatasi kanan dan kiri olch garis scpadan.

Pengobatan  Tradisional  adalah  salah  satu  upaya
pengobatan dan/atau perawatan cara lain diluar ilmu
kedokteran dan/atau ilmu keperawatan yvang mencakup
cara (mctoda), obat, dan pcngobatannya, yang mengacu
pada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan turun
temurun baik yvang asli maupun yang berasal dari luar
Indonesia dan diterapkan sesual dengan norma yang
berlaku dalam masyarakat.

Bargunan adalah suatu perwujudan fisik vang digunakan
untuk kegiatan manusia dan/atau menunjang kegiatan
manusia, vang sebagian dan secluruhnya ditaman atau
diletakkan, atau melavang dalam suatu  lingkungan
sccara tetap, scbagian, atau scluruhnya berada diatas
atau dibawah permukaan tanah danj/atau perairan yang
berupa bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.

5. Sumber Air adalah mata air, air permukaan, dan air

bawah tanah.

.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang

dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
kendaraan di ruang lalu lintas Jalan.

Kendaraan Bermotor Umum  adalah  sctiap kendaraan
bermotor  yang digunakan untuk angkutan barang
dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

.Ialte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor

umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalabh kegiatan hari
bebas kendaraan pada suatu ruas Jalan tertentu dan
pada waktu tertentu.

- Aparatur Sipil Negara vang sclanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi Pecgawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan perjanjian kerja vang bekerja pada
mstansi Pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerimtah dengan Perjanjian
Kerja vang diangkat oleh Pejabat pembina kepegawaian
dan discrahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan
atau discrahi tugas negara lainnva dan digaji berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yvang berlaku.
Pelajar adalah scseorang vang scdang menuntut ilmu di
dalam lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah
atau yang scderajat.
-



BAB I
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daecrah ini,

meliputi :

a. tertib lalu lintas, angkutan, dan Jalan;

b. tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
c. tertib Sungai, Saluran Air, dan Sumber Air;
d. tertib lingkungan dan tempat tinggal,

c. tlertib tempat hiburan dan kcramaian;

f.  tertib kegiatan usaha dan perizinan;

g. tertib sosial;

h. tertib bangunan;

i.  tertib tata ruang;

j. tertib keschatan; dan

k. tertib peran scrta masyarakat.

Bagian Kcdua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daecrah ini, adalah untuk :

&

b.

mewujudkan penghormatan, pchindungan, dan
pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
menumbuhkembangkan  budaya disiplin - masyarakat
guna mewujudkan visi dan misi Dacrah; dan

memberikan dasar, serta pedoman dalam
penyelengegaraan  ketertiban umum  dan  ketenteraman
masyarakat.

BAB 111
TERTIB LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN JALAN

s Pasal 4

Setiap Orang wajib menaati peraturan lalu lintas dan
berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas,
dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah,
Untuk melindungi hak Scuap Orang scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintab Dacrah mclakukan
penataan, penertiban pemanfaatan dan penggunaan jalur
lalu lintas, trotoar, dan bahu Jalan, Jalur Hijau, Jalan,
dan jembatan.

Pasal 5
Untuk menghormati dan melindungi hak pcjalan kaki,
Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pejalan
kaki dalam ruang lalu lintas sesuai dengan kebutuhan.
Sctiap pcjalan  kaki yang menyeberang Jalan wajib
menycberang  di tempat  penveberangan  yang  telah

ditentukan.
</



Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan
pada tempat sclain sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
maka pejalan kaki dapat menyeberang Jalan dengan
memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna . Jalan
lainnya,

Sctiap orang yang akan menggunakan/menumpang
kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat
pemberhentian yang telah ditetapkan.

Sctiap pengemudi kendaraan umum  wajib meounggu,
menaikkan dan/atau  menurunkan orang dan/atau
barang pada  tempal pcmberhentian yang  telah
ditentukan.

Sctiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang
telah ditentukan.

Sctiap  Orang  dilarang  membuat, merakit, atau
mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak
memenuhi kewajiban uji tipe scsuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Untuk menjamin kesclamatan dan kenyamanan pejalan
kaki, Pecmerintah Dacrah menctapkan hari bebas
kendaraan bermotor pada ruas Jalan tertentu pada hari
dan waktu tertentu.
Pada hari dan waktu tertentu scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), setiap kcndaraan - bermotor dilarang
melintas pada ruas Jalan,
Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
dikecualikan pada situasi yang bersifal darurat dan
mendesak, untuk kegiatan yang bersifat kenegaraan dan
kegiatan lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 7

Dalam rangka mengatur kclancaran arus lalu lintas dan
angkutan, Pemerintah Dacrah dapat menetapkan Jalan 1
(satu) arah, jalur becak, JdIU]’ andong/delman, jalur
bebas parkir, dan kawasan tertib lalu lintas pada
Jalan-Jalan tertentu yang rawan kemacetan.

Pelaksanaan  ketentuan scbagaimana dimaksud pada
avat (1) diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8
Sctiap Orang dilarang :
a. membuat, memasang, mecmindahkan dan/atau
membuat  tidak  berfungsinya  rambu-rambu  lalu

lintas;

b. membongkar dan/atau wmemasang trotoar, jalur
pemisah Jalan, pulau lalu lintas, inrit atau Jalan
keluar masuk ke persil, dan scjenisnya.

c. membongkar, mecmotong, merusak, menambah,
dan/atau  membuat tidak  berfungsinya pagar
pcngamanan Jalan.
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(2) Ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9
Sctiap Orang dilarang :
a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau
busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
b. melakukan pekerjaan galian, urugan di Jalan, dan/atau
menvelenggarakan angkutan  tanah  tanpa izin  scsuai
ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
’ Pasal 10
(1) Sctiap Orang dilarang mcnghuni, melakukan aktifitas
berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di
bawah jembatan/Jalan layang, diatas tepi saluran
dan/atau Tempat Umum lainnya.
(2) Setiap Orang yang akan mecmanfaatkan ruang terbuka
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh
izin dari Bupati atau Pejabat vang Ditunjuk.

Pasal 11
Sctiap Orang vang tidak memiliki kewenangan, dilarang :
a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan
Jalan, tikungan, atau tempat balik arah;
b. melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang
terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum, maupun
angkutan barang yang mclintas di Jalan.

Pasal 12
(1) Sctiap Orang dilarang :

a. merusak badan Jalan;

B. berjualan atau berdagang di trotoar, badan Jalan, dan
tempat-tempat lain  yang tidak scsuai dengan
peruntukannya;

c. menyimpan atau menimbun barang di badan Jalan
vang tidak sesuai dengan pcruntukannya,

d. mengambil, memindahkan, mecmbuang, dan merusak
tanda pecringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel
listrik, papan nama Jalan, lampu pecncrangan Jalan,
dan alat-alat scjenis vang tclah dipasang olch pihak
vang berwenang;

¢. mendirikan Bangunan vang dapat mengakibatkan
berubahnya fungsi Jalan;

f. mengangkut muatan dengan Kendaraan terbuka vang
dapat menimbulkan pengotoran Jalan dan gangguan
bagi pecngguna Jalan lainnya;

g. membuang sampah dan/atau kotoran di Jalan;

h. mencmpatkan dan/atau  membiarkan Kendaraan
dalam kecadaan rusak/kendaraan rongsokan di Jalan;

i. memasang pecrangkat/alat vang dapat mengganggu
fungsi Jalan;

j. melakukan kegiatan yang menyebabkan air
menggenang ke  Jalan  yang dapat mengganggu
kelancaran lalu lintas;
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k. menggunakan trotoar sebhagai tempat parkir
Kendaraan;

. membuat atau memasang portal/pintu/pagar Jalan,
yang bertujuan untuk menutup akscs Jalan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf m dikecualikan bagi Sctiap Orang yang telah
memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk.

(3) Pemberian izin Bupati schbagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan setelah mendapat rekomendasi teknis
dari penyelenggara Jalan scsuai kewenangannya.

BAB IV
TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN, DAN TEMPAT UMUM

Pasal 13

(1) Sectiap Orang dilarang :

a. memasuki atau berada di Jalur Hijau atau Taman
vang bukan untuk umum;

b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan
apapun yang berakibat terjadi  kerusakan pagar
Taman, Jalur Hijau, atau Taman bescrta
kelengkapannya,

c. bertempat tinggal di Jalur [lijau, Taman, dan Tempat
Umum;

d. menyalahgunakan fungsi Jalur Ilijjau, Taman, dan
Tempat Umum;

c. mengalihkan fungsi Jalur IHijau, Taman, dan Tempat
Umum;

f. berjualan atau berdagang, mcnyecwakan permainan,
menyimpan atau menimbun barang di Jalur lijau,
Taman, dan Tempat Umum yang tidak secsuai dengan
peruntukannya;
melakukan pemotongan, pencbangan, pemindahan,
atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di
sepanjang Jalan, Jalur Ilijau, dan Taman;

h. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan
berubahnya fungsi Jalur Hijau, Taman, dan Tempat
Umum;

i. membuang dan/atau membakar sampah di Jalur

Hijau, Taman, dan Tempat Umum;

melakukan perbuatan asusila;

menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di

Jalur Ihjau, Taman, dan Tempat Umum; dan
1. berjud.

(2) Ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dan huruf h dikecualikan bagi Sctiap Orang vang
memperoleh izin dari Bupati atau P¢jabat yang Ditunjuk
sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan vang
berlaku.

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) hurul f dan
huruf g bagi petugas Pemerintah yang melaksanakan
perintah jabatan,

Ja
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BAB V
TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR, DAN SUMBER AIR

Pasal 14
(1) Pemerintah Dacrah bertanggung jawab alas pemanfaatan
Sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase, dan
pelestarian sumber air.

(2) Pemerintah Daecrah bersama-sama masyarakat
memelihara, menanam, dan meclestarikan  pohon
pclindung di sempadan Sungai, saluran air, dan sumber
air.

Pasal 15
Sctiap Orang dilarang membuang Sampah dan limbah cair di
Sungai, saluran air, saluran drainasc, dan sumber daya air.

Pasal 16

(1) Sctiap Orang dilarang :

a. membangun tempat mandi, cuci, kakus,
hunian/tempat tinggal, dan/atau tempat usaha diatas
saluran Sungai dan bantaran Sungai;

b, menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat
mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak
berfungsi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi yang memperoleh izin dari Bupati atau
Pejabat  yang Ditunjuk scsuai  kctentuan  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 17
Sctiap Orang dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan
lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan pelcdak,
sctrum listrik  atau  bahan/alat vang dapat mecrusak
kelestarian lingkungan.

BAB VI
TERTIB LINGKUNGAN DAN TEMPAT TINGGAL

Pasal 18

(1) Sctiap Orang dilarang mecnangkap, memelihara,
memburu, memperdagangkan, atau membunuh hewan
tertentu yang jenisnyva ditetapkan dan dilindungi oleh
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sctuiap Orang yang mecmiliki binatang, wajib menjaga
binatang miliknya agar tidak berkeliaran di lingkungan
pemukiman dan tempat umum.

(3) Setiap Orang yang memiliki hewan yang dilindungi wajib
mempunyai  tanda daftar/scrtifikasi dari Pejabat
yang berwcnang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan vang berlaku.
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Pasal 19

(1) Sctiap Orang dilarang :

a. mencoret, menulis, mclukis, menempel iklan di
dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan
penycherangan orang, halte, tiang listrik, pohon,
kendaraan umum, dan sarana umum lainnya;

b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang
di Jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat lain
yvang dapat merusak keindahan dan kebersihan
lingkungan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a adalah rcklamec dan non reklame yang

telah memiliki izin dari Pejabat vang Ditunjuk,

N
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Pasal 20

Dalam hal perwujudan Kctenteraman dan  Ketertiban

lingkungan, Sctiap Orang dilarang :

a. mendirikan  dan mengopcerasionalkan  tempat  yang
digunakan untuk melakukan kcgiatan pcermainan yang
mengarah  kepada permainan  peruntungan  dan/atau
mengarah kepada perjudian;

b. membuat gaduh dan resah sckitar tempat tinggal atau
membuat scsuatu yvang dapat menganggu Ketenteraman
orang lain;

c. menimbun atau membuang benda vang berbau
menyengat vang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;

d. mengotori dan merusak drainasc, Jalur Hijau, dan
fasilitas umum lainnya;

c. mempergunakan fasilitas umum yang bukan
peruntukannya.

Pasal 21

(1) Setiap Orang dilarang merusak prasarana dan sarana
umum  pada waktu berlangsungnya  penyampaian
pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa.
Sctiap Orang dilarang membuang benda-benda dan/atau
sarana vang digunakan pada waktu penyampaian
pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum, dan
pengerahan massa di Jalan, Jalur llijau, dan Tempat
Umum lainnya.

S

Pasal 22

Dalam rangka menjaga kecrukunan, Ketentcraman, dan
Ketertiban Umum dalam kechidupan bermasyarakat, Sectiap
Orang dilarang menyebarkan sclebaran, brosur, pamflet,
simbol, corectan, tulisan, spanduk, dan atribut lainnya yang
berisi ajakan kebencian, permusuhan, dan provokatif vang
mengarah kepada suku, agama, ras, dan antar golongan di
scpanjang Jalan umum, fasilitas umum dan/atau fasilitas
sosial.
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Pasal 23

(1) Sctiap Orang yang berkunjung atau bertamu  lebih
dari  1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib
melaporkan diri  kepada pengurus rukun tetangga
setempat.

(2) Sctiap pecmilik rumah kost dan/atau pengelola rumah
susun wajib melaporkan penghuninva kepada kepala
desa/lurah melalui pengurus rukun tectangga sctempat
sccara periodik.

(3) Sctiap penghuni rumah kontrak wajib mclapor kepada
Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga
setempat sccara periodik.

Pasal 24
Sctiap Qrang vang bermaksud tinggal dan menctap di Daecrah
wajib memenuhi persyaratan administrasi  kependudukan
scbagaimana  ditetapkan dalam  ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25
Dalam menyclenggarakan Kcetenteraman dan  Ketertiban
Umum, Pemerintah  Dacrah mengikutsertakan  peran
masyarakat di lingkungan rukun tetangga dan rukun warga.

BAB VII
TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 26

(1) Sctiap Orang dilarang menycelenggarakan tempat usaha
hiburan dan kegiatan keramaian tanpa izin Bupati atau
Pejabat yang Ditunjuk.

(2) Sctiap penvelenggaraan tempat usaha  hiburan  dan
kegiatan keramaian  vang  telah mendapat  izin
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilarang
melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin
vang dimiliki.

Pasal 27
Penyelenggaraan  kegiatan kcramaian di luar gedung
dan/atau memanfaatkan jalur Jalan yang dapat menggangu
kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau
Pecjabat yang Ditunjuk,

Pasal 28
(1) Pemecrintah  Dacrah melakukan penertiban tempat
hiburan atau kegiatan yang mengganggu dan/atau dapat
menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
(2) Untuk melindungi hak sctiap orang dalam pelaksanaan
peribadatan/kegiatan  keagamaan, Pemerintah  Daerah
dapat menutup dan/atau mcenutup scemenlara tempat
hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu
pelaksanaan peribadatan.
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BAB VIII
TERTIB KEGIATAN USAIA DAN PERIZINAN

Pasal 29
Sctiap Orang dilarang menempatkan benda-benda dengan
maksud untuk melakukan scsuatu usaha di Jalan, Jalur
Hijau, Taman, dan Tempat Umum, kccual bagl tempat vang
telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 30
Sctiap Orang dilarang menjual dan/atau mengedarkan bahan
makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat
keschatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 31
Sctiap Orang vang membawa ternak masuk dan/atau keluar
Dacrah, harus disertai surat keschatan hewan dan tujuan
pengiriman dari Pejabat instansi yang berwenang dari Dacrah
asal ternak.

Pasal 32
Sctiap Orang dilarang meclakukan usaha pengumpulan,
penampungan, penyaluran lenaga kerja, atau pengasuh
tanpa memperolch izin dari Bupat atau Pcjabat yang
Ditunjuk.

BAB IX
TERTIB SOSIAL

" Pasal 33

(1) Sctiap Orang dilarang meminta bantuan dan/atau
sumbangan vang dilakukan sendiri dan/atau
bersama-sama di Jalan, pasar, Kendaraan umum,
lingkungan pemukiman, rumah sakit, sckolah, kantor,
dan tempat ibadah.

(2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan
sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan sctelah
mendapat izin dari Bupati atau Pcjabat vang Ditunjuk.

Yasal 34

Scuiap Orang dilarang :

a. beraktifitas scbagai  pengamcen, pedagang asongan,
dan/atau pengelap mobil di Jalanan, persimpangan,
Jalan tol, dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan
lebih lanjut oleh Bupati;

b. mengkoordinasikan untuk menjadi pengamen, pedagang
asongan, dan/atau pengclap mobil,

c. membeli dari pedagang asongan dan/atau memberikan
sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, dan
pengelap mobil di Jalanan, persimpangan, dan/atau
kawasan tertentu  yang ditctapkan  lebih  lanjut  oleh

Bupati,
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Paszal 35

Sctiap Orang dilarang :

2

beraktifitas sebagai pengemis;

mengkoordinasikan untuk menjadi pengemis;
mengecksploitasi  anak dan/atau bayi untuk menjadi
pcngemis;

memberikan scjumlah uang dan/atau barang kepada
pengemis di Jalanan, persimpangan, dan/atau kawasan
tértentu vang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Pemerintah Dacrah melakukan pencrtiban kepada ¢

a.

|

[

(4)

pengamen, pcdagang asongan, dan/atau jasa pengelap
mobil di Jalanan, persimpangan Jalan, lampu lalu lintas,
Jalan tol, dan/atau kawasan tcrientu yang ditetapkan
lebih lanjut oleh Bupati;

pengemis, gelandangan, dan orang tclantar, dan anak
Jalanan yvang berkeliaran di Jalan, Taman kota, fasilitas
umum, fasilitas sosial, dan tempat lain  vang
dipcruntukkan untuk kepentingan urmum, tidur,
dan/atau membuat tempat untuk tempat tinggal di
Tempat Umum, serta tempat lain yang bukan
peruntukannya;

Sctiap  Orang yang menghimpun  pengamcn, anak
Jalanan, jasa pengclap mobil, pengemis, gelandangan,
dan orang telantar untuk dimanfaatkan menjadi
peminta-minta/pengamen;

tuna susila yang berkcliaran di Taman kota, fasilitas
umum, fasilitas sosial, dan tempat lainnya yang
melakukan perbuatan asusila.

Pasal 37
Pemerintah  Daerah  mclakukan pembinaan terhadap
Pengemis, gelandangan dan orang telantar, anak Jalanan,
dan tuna susila.
Pembinaan  scbagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
dilakukan dengan mecnyclenggarakan pendidikan,
pelatihan, keterampilan, dan pembinaan mental spiritual.
Pemerintah Dacrah dalam memberikan penanganan lebih
lanjut dapat mengupayakan pcngiriman kepada
Panti/Balai Rchabilitasi Sosial, Rumah Sakit Jiwa, atau
pemulangan kepada keluarga/dacrah asalnya.
Penanganan dan pembinaan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dalam
Panti/Balai Rehabilitasi Sosial yang dikclola olch Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pembinaan
sosial,

Pasal 38
Sctiap Orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat
asusila di Jalan, Jalur llijjau, Taman, dan Tempat Umum
lainnya.
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(2) Sctiap Orang dilarang :

a. menjadi tunasusila atau penjaja scks komersil;

b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, mcmaksa orang
fain untuk menjadi tunasusila atau pcnjaja  seks
komersial;

c. memakai jasa tunasusila atau penjaja scks komersial.

Pasal 39
Sctiap Orang dilarang menyediakan, memfasilitasi, dan/atau
menggunakan bangunan atau rumah scbagai tempat untuk
berbuat asusila.

Pasal 40
Pemerintah Dacrah menutup tempat yvang digunakan untuk
melakukan perbuatan  asusila  dan/atau kcgiatan  yang
mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 41
Pemerintah Dacrah atau Pejabat yang Ditunjuk melakukan
tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan
asusila, melalul penertiban :
a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala
bentuknya;
b. tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah pada
terjadinya perbuatan asusila

Pasal 42
Setiap Orang dilarang menyclenggarakan, melakukan,
dan/atau memfasilitasi scgala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 43
Sctiap  Orang dilarang mengedarkan, menyimpan, dan
menjual  minuman  beralkohol tanpa izin dari Pejabat
yang berwenang sesuai dengan  ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44
(1) Sctiap Pelajar/Siswa pada saat jam belajar dilarang :

a. meninggalkan pelajaran sckolah/membolos;

bh. memasuki tempat permainan/ketangkasan, hiburan,
mall dan/atau tempat-tcmpat lain vang tidak ada
hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar;

c. merokok;

d. mengkonsumsi minuman kecras;

c. berkelahi/tawuran.,

(2) Pelanggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikenakan sanksi berupa pembinaan, surat pernyataan
tertulis, dan/atau sanksi lainnya scsuai  dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45
(1) Setiap ASN di lingkungan Pcmerintah Dacrah pada saat
jam kerja dilarang :
a. meninggalkan tugas;
b. memasuki pasar, pusal perbelanjaan, mall, dan/atau
tempat lainnya,
o/



(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan apabila mcndapat surat tugas/izin tertulis
dari kepala Satuan Kerja Pcrangkat Dacrah atau Pcjabat
yvang berwenang.

(4) Pelanggaran schagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikenakan sanksi disiplin kecpegawaian sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TERTIB BANGUNAN

’asal 46

(1) Sctiap Orang dilarang mendirikan Bangunan pada ruang
milik Jalan, ruang milik Sungai, ruang milik waduk,
Taman, dan .Jalur Hijau.

(2) Ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi pendirian Bangunan guna kepentingan
umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang
Wilgtyah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau
Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 47

Sctiap Orang pemilik Bangunan dan/atau rumah
diwajibkan :

a. menanam pohon pelindung/tanaman hias/tanaman
produktif lainnva dihalaman dan pckarangan Bangunan;

b. memelihara pagar peckarangan dan memotong pagar
hidup yang berbatasan dengan Jalan;

c. membuang bagian dari pohon, secmak-semak, dan
tumbuhan yvang dapat mengganggu kcamanan dan/atau
Ketertiban Umum;

d. membuat sumur resapan air hujan di sekitar Bangunan;

c. membual sarana mandil, cuci, scria pembuangan tinja
yang sehat;

. menyediakan tempat Sampah di sckitar bangunan,

g. memelihara sclokan dan bahu Jalan yang ada disekitar
Bangunan;

h. memiliki [zin Mendirikan Bangunan;

1. memiliki alat Pemadam Kebakaran scsuai ketentuan yang
berlaku.

Pasal 48
S(}L}‘ap Orang pcemilik rumah dan/atau bangunan/gedung
wajib memasang bendera Mcerah putih pada peringatan Ilari
Besar  Nasional  sesuai dengan ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
TERTIB TATA RUANG

Pasal 49
Sctiap  Orang vyang akan mecmanfaatkan ruang atau
pcmbebasan tanah dalam rangka penanaman modal wajib
memperolch izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Dacrah.
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Pasal 50
Sctiap  Orang vyang meclakukan usaha di bidang
pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri,
perdagangan, dan pengembangan scktoral lainnya, harus
memiliki  izin usaha dan dilaksanakan secsuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tala
Ruang (RDTR). ‘

Pasal 5
[zin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50
dilaksanakan scsuai dengan ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
TERTIB KESEHATAN

Bagian Kesatu
Sarana Pengobatan

Pasal 52

Sctiap Orang dilarang :

a. menycelenggarakan dan/atau nelakukan praktck
pengobatan  tradisional tanpa izin dari Pcjabal vang
Ditunjuk; dan/atau

b. membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat ilegal
dan/atau obat palsu.

Bagian Kcdua
Larangan Merokok dan Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 53
Sctiap Orang dilarang merokok ditempat umum, sarana
keschatan, tempat kerja, dan tempat yang sccara spesifik
scbagai*tempat proses belajar mengajar, arcna kegiatan anak,
tempat ibadah, dan angkutan umum.

Pasal 54

(1) Tcmpat umum, sarana keschatan, tempat kerja, dan
tempat yang sccara spesifik scbagai tempat proses belajar
mengajar, arcna kegiatan anak, lempat ibadah dan
angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
dinyatakan scbagai Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan
tempat kerja harus mensosialisasikan larangan merokok
dan menyediakan tempat khusus untuk merokok yang
dilengkapi alat  penghisap udara, schingga tidak
mengganggu kesehatan bagi yvang tidak merokok.

(3) Dalam angkutan umum jenis tertentu dapat disediakan
tempat khusus untuk merokok, dengan ketentuan :

a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah sccara
fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok;

b. dalam tempat khusus untuk  merokok harus
dilengkapt  alat penghisap udara atau memiliki

' sistem sirkulasi udara yang memenuhi pcrsyaratan
yang ditctapkan scsuai ketentuan Peraturan
Perundang undangan yang berlaku. o



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kctiga
Makanan dan Minuman

Pasal 55
Setiap Orang dilarang memproduksi/memperdagangkan
makanan/minuman yang tidak sesuai dengan standar
vang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56
Dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan Ketertiban
Umum dan Kectenteraman masyarakat, maka diperlukan
partisipasi dan peran serta masyarakat.

Pasal 57

(1) Setiap Orang yang meclihat, mengetlahui, dan/atau
menemukan terjadinya pelanggaran atas Ketertiban
Umum dan Ketenteraman masyarakat dapat melaporkan
kepada petugas yang berwenang.

(2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disertai dengan bukti pendukung, nama terang
pelapor dan terlapor, alamat pclapor dan terlapor, pokok
permasalahan, dan/atau dokumen lainnya.

(3) Sctiap Orang yang meclaporkan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku.

(4) Detugas scbagaimana dimaksud pada  ayat (1) wajib
menindaklanjuti dan memprosces laporan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(5) Pelapor scbagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
memberikan laporan dan/atau keterangan palsu dapat
dikenakan sanksi  scsuai ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan vang berlaku,

(6) Kectentuan lebih lanjut mengenai laporan scbagaimana
dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN
» Pasal 58

(1) Bupati berwenang untuk  melakukan  pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan terhadap pcenyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketenteraman umum.

(2) Kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS, serta Satuan
Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

" o/
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BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIIF

Pasal 59

Setiap Orang yang melanggar kectentuan dalam Pasal 5
ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8
ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12
ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17,
Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22,
Pasal 23, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30,
Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38,
Pasal 39, Pasal 43, Pasal 45ayat (1), Pasal 46 ayat (1),
Pasal 49, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 55 DPcraturan
Dacrah ini dikenai sanksi admimnistratf, berupa :
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. denda administrasi,
d. penutupan/penutupan sementara;
c. pencabutan izin, pecmhbhekuan jzin, dan/atau

penyegelan;
f.  pembongkaran;
g. penghentian sementara dari kegiatan;
h. pemulihan fungsi.
Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, berupa penggantian biaya kerugian/biaya
ditimbulkan olch pelanggaran vang dilakukan.
Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, merupakan pencrimaan Dacrah
Tata cara pengenaan sanksi administratif scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

(
1
1
1

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Dacrah ini,

dilaksanakan oleh PPNS 1 lingkungan Pemerintah

Daerah.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. menerima, mencari, mecngumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana;

b. menecliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenal  orang  pribadi atau badan  tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan;

c. meminta keterangan dan bahan bukt dari pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan
dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;

c. melakukan penggeledahan  untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan

dokumen-dokumen lain, serta mclakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;
L 4



(3)

(4)

f  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

menyuruh berhenti dan/atau mclarang scscorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan/atau dokumen;

h. memotret scseorang vang berkaitan dengan tindak
pidana:

i, memanggil orang untuk didengar ketcrangannya dan
dipcriksa scbagai tersangka atau sanksi;

E!

j.  menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik  sebagaimana  dimaksud = pa da ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut
umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia.

Apabila pelaksanaan kewecnangan scbhagaimana

dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan

penangkapan dan penahan, PPNS meclakukan koordinasi
dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai dengan kctentuan yang diatur dalam

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 61
Sclain dikenakan  sanksi administratif, terhadap
pelanggaran Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,
Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16
ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayal (1) huruf a, huruf b,
huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h,
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26 ayat (2), Pasal 31, dan
Pasal 52 Peraturan Dacrah ini dapat dikenakan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling
banyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Sclain dikenakan sanksi administratf, terhadap
pelanggaran  Pasal 13 ayat (1) huruf i, huruf j, dan
huruf k, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19
dayat (1), Pasal 20 huruf a, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 23 ayat (1), Pasal 24,lPasal 26, Pasal 28 ayat (2),
Pasal 30, PPasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 42, Pasal 46 ayat (1), Pasal
52, dan Pasal 55 Peraturan Dacrah ini dapat dikenakan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avat (2) adalah pelanggaran.
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
merupakan penerimaan Dacrah.

Terhadap tindak pidana pclanggaran Peraturan Daerah

ini dapat (]itc_rapkaz.w sidang i tempat  yang
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

=/



: BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Dacrah ini mulai berlaku, semua
Peraturan Dacrah dan  Peraturan pelaksanaannva yang
terkait dengan Ketenteraman  dan INetertiban  Umum
schagaimana dimaksud pada Deraturan  dacrah  ing,
dinvatakan masih tetap bherlaku SCPENjang tidak
bertentangan atau belum  diganti dengan Peraturan baru
herdasarkan Peraturan Dacrah ini. ‘

dasal 63
Peraturan Daerah ini  mulai  berlaku  pada tanggal
diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Pecraturan Dacrah ini dengan penempatanya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten karanganyar.

Ditctapkan di Karanganyvar
pada tanggal 23 Desember 2015

BUPATI NKARANGANYAR,
rd.
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKERTARIS DAERAI KABUPATEN KARANGANYAR,
tid.

SAMSI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAI (UIN 2015 NOMOR 28

NOREG. PFCI'\’/\TURAI;I DAERALI KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (22/20195)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT

UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah, scbagaimana t(clah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
asal 12 ayat (1) hurul e telah menempatkan permasalahan
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah Pusat juga memiliki
tanggung jawab atas terciptanya kondisi ketenteraman, ketertiban, dan
perindungan masyarakat sccara lebih menyeluruh, hal ini sejajar
dengan kewajiban Pemerintah dalam penyclenggaraan dibidang
kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, pecrumahan rakyat, dan
sosial.

Pemerintahan Daerah berkomitmen untuk menyeclenggarakan urusan
wajib tersebut yang dituangkan di dalam Peraturan Dacrah, hal ini agar
memberikan kepastian hukum dalam upaya mewujudkannya, serta
memberikan  pedoman bagi aparatur Pcemerintahan dalam  upaya
penegakannya.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangal strategis dan
penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan
budaya disiplin masyarakat guna mecwujudkan tata kehidupan di
Dacrah vang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih, dan indah, yang
dibangun berdasarkan partisipasi aktif scluruh komponen masyarakat
dan guna mewujudkan visi dan misi Dacrah.

Upaya untuk mencapai kondisi masyarakat scbagaimana yang
menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini bukan hanya menjadi tugas
dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung
jawab bersama baik aparatur, masyarakat, perorangan, maupun badan
untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan, menjaga dan memelihara
budaya tertib, tenteram, dan bersih di masyarakat.

Dengan adanya Pcraturan Daerah ini nantinya, diharapkan
implementasi terhadap penyelenggaraan kctentraman masyarakat dan
ketertiban umum dapat diterapkan sccara optimal guna menciptakan
ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan kcindahan,
schingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan schari-hari dengan
tertib dan tenteram, serta roda Pemcrintahan dapat berjalan dengan
lancar.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3 -

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas



Pasal &
Avat (1)
Yang dimaksud dengan “pcjalan kaki” adalah sctiap orang
vang berjalan di Ruang Lalu Lintas.
Ayat (2)
yvang dimaksud dengan “Fasilitas tempat penyeberangan”
berupa :
a. marka Jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi
1syarat lau lintas;
b. jembatan penyeberangan orang;
c. terowongan penyeberangan.
Avyat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Avat (5)
Yang dimaksud dengan “halte” adalah tempat
pcmberhentian kendaraan bermotor umum untuk
mcnaikkan dan menurunkan penumpang.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “trayck angkutan” adalah lintasan
kendaraan  umum  atau  rute untuk  pelavanan  jasa
angkutan orang dengan mobil bus vang mempunvai asal
dan tujuan perJalanan tetap, lintasan Letap, dan jadwal
tetap maupun tidak berjadwal.
Avat (8)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayal (1)
Yang dimaksud dengan “hari bebas kendaraan atau car
free day’ adalah kegiatan hari bebas kendaraan pada
suatu ruas Jalan tertentu dan pada waktu tertentu.
Yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah
sctiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik
berupa mesin sclain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
Avat (2)
Cukup jelas
Pasal 7
Avyat (1)
Yang dimaksud dengan “kawasan tertib lalu lintas” adalah
suatu kawasan yang dibangun, dibina dan dibentuk, serta
diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang
mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana lalu
lintas yang baik dan benar. Kawasan ini sudah dibangun
lengkap dengan fasilitas Jalan vang layak untuk pengguna
Jalan, baik pengendara Roda 2, Roda 4, pcjalan kaki,
kendaraan prioritas, dan pemberhentian.
Avat (2)
Cukup jelas



Tasal 8
Avat (1

J

Yang dimaksud dengan “pulau lalu lintas” adalah
bagian Jalan yang tidak dapat dilalui olch kendaraan,
dapat berupa marka Jalan atau bagian Jalan yang
ditinggikan. Pulau lalu lintas berfungsi untuk
meningkatkan  keselamatan  lalu  lintas  pada ruas

Jalan ataupun di persimpangan Jalan meclalui pemisahan
arus.
Termasuk dalam pengertian pulau adalah :

a. kanalisasi arus pada persimpangan untuk memisahkan
arus Jalu lintas dalam rangka pengendalian konflik
yang terjadi di persimpangan;

b. pulau pemisah Jalan pada tempat
penyeberangan pejalan kaki/ pelican crossing,

c. median Jalan;

d. bundaran lalu lintas;

¢. marka chevron di persimpangan.

Yang dimaksud dengan “inrit” adalah suatu kawasan yang
dibangun, dibina, dan dibentuk, scrta diawasi untuk Jalan
keluar masuk dari Jalan ke persil melalui trotoar atau
saluran, yang dikuasai Pemcrintah Dacrah.

Cukup jclas
jclas .

iclas

iclas

Ayat (2)
Pasal 9
Cukup
PPasal 10
Cukup |
Pasal 11
Cukup
Pasal 12
Ayat (1)

huruf a
Cukup jclas

huruf b
Cukup jclas

huruf ¢
Cukup jclas

huruf d
Cukup jclas

huruf e
Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas

huruf g
. Cukup jclas

huruf h
Cukup jclas

huruf i
Cukup jelas

huruf j
Cukup jelas

huruf k
Cukup jeclas

hurut' 1
Cukup jclas



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

lasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Ayat (2)
Cukup jclas

Ayat (3)
Cukup jelas

18

Cukup jelas

14

Avat (1)
Yang dimaksud dengan saluran drainase” adalah
pembuangan massa air sccara alami atau buatan dari
permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat.
Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan,
menguras, membuang, atau mengalihkan air.

Ayat (2)
Cukup jelas

o

15
Cukup jclas
16
Cukup jelas
17
Cukup jelas
18
Cukup jclas
19
Cukup jclas
20
Cukup jelas
21
Cukup jclas
248,
Cukup jclas
23
Cukup jelas
24
Cukup jelas
25
Cukup jelas
26
Cukup jelas
2%
Cukup jclas,
28
Cukup jelas
29
Cukup jelas
30
Cukup jelas
31
Cukup jclas
32
Cukup jelas
43
Cukup jeclas
34
Cukup jelas



Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Yang dimaksud dengan “anak Jalanan” adalah anak yang
rentan bekerja di Jalanan, anak yang bckerja di Jalanan,
dan/atau anak vang bekerja dan hidup di Jalanan yang
menghasilkan sebagian besar waktunya untuk meclakukan
kegiatan schari-hari.
Yang dimaksud dengan “asusila” adalah pecrbuatan yang
melanggar norma sosial dan norma agama.
iy e
Cukup Jelas
Huruf d
Cuktup jelas
Pasal 37
Ayat (1) |
Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah proses dalam
rangka membentuk diri agar bisa teratasi masalahnya,
dengan mengikuti program pemulihan  kepercayaan diri,
agar bisa mandiri, serta bertanggungjawab pada diri,
keluarga, masyarakat, atau lingkungan sosialnya yang
dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial.

Avat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Yang dimaksud dengan “pemulangan”  adalah  upaya

mengembalikan kerumah tinggal (domisili) asalnya scsuai
dengan dokumen yang dimiliki atau berdasarkan informasi
lainnya.
Avat (4)
Yang dimaksud dengan “panti rchabilitasi sosial” adalah
tempat atau lembaga/kesatuan kerja vang merupakan
prasarana dan sarana yang mcmberikan pclayanan untuk
memulihkan dan meningkatkan rasa harga diri, percaya
diri, kecintaan kecrja, dan kesadaran, serta tanggung jawab
terhadap masa depan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat
atau lingkungan sosialnya.
Pasal 38
Ayat (1]
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penjaja scks komersil” adalah
orang vang bekerja dengan cara menjual dirt dengan cara

meclacur.
Pasal 39
Cukup jclas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
asal 42

Cukup jelas



Pasal 43

Cukup jclas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jclas

Pasal 46

Cukup jclas

Pasal 47

Cukup jclas

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “hari besar nasional” adalah hari yang
ditetapkan sebagai hari yang harus diperingati scbagai hari besar
yang bersifat nasional, seperti Hari Ulang Tahun Kemerdckaan
Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, Hari Pahlawan

tanggal 10 November, dan sebagainya.

Pasal 49

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

[Pasal

Cukup jelas
50
Cukup jclas

51

Cukup jclas

52

Cukup jclas

53

Cukup jclas

54

Cukup jelas

55

Cukup jelas

56

Cukup jelas

o7

Cukup jclas

58 s

Cukup jeias

59

Ayat (1)
huruf a

Yang dimaksud dengan “tcguran lisan” adalah adalah

teguran yang dinyatakan dan disampaikan
lisan.

Yang dimaksud dengan “peringatan tertulis” adalah
betuk peringatan yang dinyatakan dan disampaikan

secara tertulis.
huruf b
Cukup jelas
huruf ¢
Yang dimaksud dengan “hukuman disiplin”

hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil,
karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri

Sipil.
huruf d

Cukup jelas
huruf ¢

Cukup jelas



huruf f
Cukup jelas
huruf g
Cukup jelas
huruf h
Cukup jelas
huruf i
Cukup jclas
huraf j
Cukup jelas
huruf k
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jeclas
Pasal 61
Cukup jclas
IPasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jclas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAII KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 579,



